
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

WALI KOTA CIREBON 
PROVINSI JAWA BARAT 

RANCANGAN 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON 
 

NOMOR  67  TAHUN  2023 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALI KOTA  CIREBON, 
 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 12 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor  7  Tahun 2023 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon                

Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon 
Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat   : 1.  Pasal  18  ayat  (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3262), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023   

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas     
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000   Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30     
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6409); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara     
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014   Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan          
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023   
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan          
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023   

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  
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12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757);  

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang      
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6866);  

14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang      

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6887); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil       
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum     
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005   

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23      
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,       
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56      
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010    
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1        
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012  Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27      

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2023  tentang  Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia     Nomor 6847); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018  Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279);  

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang        

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
30. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46    

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 125); 

31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12   
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia    
Tahun 2021 Nomor 63); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 450); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia          
Tahun 2017 Nomor 1067); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia        
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Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78     
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 
Negara Republik Indonesia      Tahun 2020 Nomor 1777); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020         

Nomor 1781); 
40. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang 
Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah    
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang 
Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah    
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon  
Nomor 7); 

41. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005–2025              
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor  17); 
42. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah      
Kota Cirebon Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2019 Nomor 3); 

43. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun  2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah         

Kota Cirebon  Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 41), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 3   Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
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Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 105); 

44. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah         
Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 
Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 106); 

45. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 43), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon   
Tahun 2014 Nomor 4); 

46. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah     
Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum   

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon 

Kepada Perusahaan Daerah  Air Minum Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 114); 
47. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah     
Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 
Nomor 1); 

48. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2020 Nomor 5); 

49. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah  Kota Cirebon Nomor 75); 
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50. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada    
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan     

Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon  Tahun 2018 
Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 112); 
51. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 93), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 

2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 109); 

52. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil 
Wali Kota Cirebon Tahun 2024 (Lembaran Daerah       

Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 103); 

53. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107); 
54. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan 
Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 113); 

55. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2021 Nomor 15); 
56. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 117); 
57. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah        
Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 8); 

58. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah    
Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 128); 
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59. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023  Nomor 7); 
60. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah  

Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 43), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50          
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 

Cirebon Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Cirebon   
Tahun 2022 Nomor 50);  

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN      
ANGGARAN 2022. 

 

Pasal 1 
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: 
 

1. Pendapatan  
a. Pendapatan Asli Daerah ...............        Rp540.343.015.082,00  

b. Pendapatan Transfer.....................        Rp935.824.150.272,00 
c. Lain-lain Pendapatan 

 Daerah yang sah...........................            Rp1.339.566.000,00 
 Jumlah Pendapatan .....................     Rp1.477.506.731.354,00 

2. Belanja  

a. Belanja Operasi  
1. Belanja Pegawai …………............  Rp656.158.815.756,00 

2. Belanja Barang dan Jasa ...........  Rp573.126.767.194,00 
3. Belanja Subsidi…………………….       Rp1.500.000.000,00 

4. Belanja Hibah...............…….......    Rp48.820.698.338,00 
   Jumlah Belanja Operasi….……… Rp1.279.606.281.288,00 

b. Belanja Modal 

1. Belanja Peralatan dan Mesin.......    Rp83.180.133.918,00 
2. Belanja Gedung dan Bangunan..    Rp48.257.931.967,00     

3. Belanja Jalan, Irigasi dan  
   Jaringan.......................................    Rp16.273.304.000,00 

4. Belanja Aset Tetap Lainnya.........      Rp2.715.373.458,00 
Jumlah Belanja Modal….............  Rp150.426.743.343,00 

c. Belanja Tak Terduga ......................      Rp3.781.076.691,00 

Jumlah Belanja..............................    Rp1.433.814.101.322,00 
Surplus.........................……….…….    Rp43.692.630.032,00 

3. Pembiayaan :  
a. Penerimaan ……………….............    Rp57.517.391.198,00 

b. Pengeluaran ……………………......      Rp8.177.022.525,00 
Jumlah Pembiayaan Netto ……...    Rp49.340.368.673,00 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan …….................   Rp93.032.998.705,00 
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Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 
realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan       

Wali Kota ini. 
 

Pasal 4 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 
 

 
 

Ditetapkan di Cirebon 
pada tanggal 26 September 2023 
 

WALI KOTA CIREBON, 

 
          ttd,        

     
  NASHRUDIN AZIS 

 
Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 26 September 2023  Agustus 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 

 
                             ttd,  

 
AGUS MULYADI 

 
 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 6736 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 
 

FERY DJUNAEDI, SH., MH 
Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP. 19711228 199803 1 002 


